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QUICKWINS DJPb 2019




Quickwins DJPb 2019

Merupakan suatu inisiatif atau inovasi yang mudah dan cepat
dicapai yang mengawali suatu program yang besar dan sulit.

Selaras dengan milestone IS maupun kegiatan prioritas/utama

Mendukung program Transformasi Kelembagaan, baik secara
langsung maupun tidak langsung

Capaian quickwins berdampak pada internal dan eksternal DJPb
serta berskala nasional

Menantang namun achievable
Dapat dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun

Jumlahnya tidak terlalu banyak agar mudah diinternalisasi




| Quickwins DIPb 2019

DAMPAK/
NAMA QW ACCEPTANCE CRITERIA KETERKAITAN STAKEHOLDER

Kerangka Penguatan
Integritas (Integrity
Framework) DJPb

Otomasi Maksimum
Pencairan (MP) PNBP
Terpusat Fase 1

Implementasi e-
commerce sebagai
Collecting Agent (CA)
Penerimaan Negara

Restrukturisasi dan
Konsolidasi Rekening
Pemerintah Pusat

Penetapan
modul/kerangka
(frame-work)
penguatan integritas

Terbentuk Sistem
Informasi dan regulasi
otomasi penggunaan
MP PNBP

Setoran penerimaan
melalui Tokopedia

Simplifikasi, konsolidasi,
dan optimalisasi
pengelolaan rekening

IKU

IS RBTK #11

Pengelolaan Likuiditas
Keuangan Negara
dengan Instrumen
Keuangan Modern

ISRBTK #11

Pengelolaan Likuiditas
Keuangan Negara
dengan Instrumen
Keuangan Modern

IS RBTK #11

Pengelolaan Likuiditas
Keuangan Negara
dengan Instrumen
Keuangan Modern

Nasional,
Mitra Kerja
DJPb

Nasional, KL

Nasional,
Tokopedia,
Biller, WP/WS

Nasional, KL,
Perbankan
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Set
ditjen

PA

PKN

PKN
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DAMPAK/
NAMA QW ACCEPTANCE CRITERIA KETERKAITAN STAKEHOLDER

o Modul Monev dapat
Digitalisasi Impact

) : digunakan pada SIKP- Nasional, UM,
D | ANELSIS SRR UMI untuk melakukan uji ' LKNB Sl
Ultra Mikro (Umi)
dampak

Penambahan fitur (real
time, reporting, IKU
dashboard, dll)

BLU Integrated Online
System 2.0 Go Live

Nasional, Satker  PPK
BLU, KL Pembina BLU

Knowledge
: Management System Nasional, KL,
7| el L berbasis Web dapat KU Masyarakat APK

diakses secara lokal
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DAMPAK/
NAMA QW ACCEPTANCE CRITERIA KETERKAITAN STAKEHOLDER
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Sistem Informasi

Pengelolaan Pensiun

Launching MPN G3:
NOW

haiDJPb Goes to Social

Media

Penyamaan data awal
penerima dan
pembayaran pensiun
serta koneksi data
dengan SIMDA

Kualitas layanan : 1000
tps, kanal non bank,
Integrasi proses bisnis di
MPN, Launching MPN
G3: NOW

Terbentuknya akun
social media, payung
hukum dan Launching
Layanan

IKU

IS RBTK #2

Basis Data Penerimaan
yang Terintegrasi
Dengan Saluran
Pengumpulan Modern

IS RBTK #10
Pengelolaan keuangan
negara yang modern
dan terintegrasi

Nasional,
TASPEN, DSP
ASABRI

Nasional,
Perbankan,
Fintech,

Biller, WP/WS

SITP

Nasional,
Satker, KL,
Masyarakat

SITP
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Kerangka Penguatan Integritas (Integrity
Framework) DJPb

Integrity framework merupakan pendekatan komprehensif sebagai panduan
bagi first-line (manajemen), second-line (unit kepatuhan internal), dan
seluruh pegawai dalam melakukan langkah-langkah pencegahan korupsi atau
penyalahgunaan wewenang, monitoring dan pengendalian, serta penindakan
dalam rangka penegakan integritas.

Otomasi Maksimum Pencairan (MP) PNBP Terpusat
Fase 1

Merupakan rancangan simplifikasi proses bisnis pelaksanaan anggaran
belanja yang bersumber dari dana PNBP terpusat tanpa melalui penerbitan
SE MP PNBP. Sistem akan men-generate secara otomatis setelah proses
rekonsiliasi atas rekapitulasi dana PNBP yang dilaksanakan antara Kantor
Pusat Satker pengguna PNBP dan DJPb.




Implementasi e-commerce sebagai Collecting Agent
(CA) Penerimaan Negara

Merupakan terobosan untuk membuka layanan pembayaran Penerimaan Negara
melalui lembaga selain Bank/Pos Persepsi sebagai Collecting Agent (CA) atau
Lembaga Persepsi Lainnya yakni kanal e-commerce. Hal ini untuk memudahkan Wajib
Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor untuk memenuhi kewajibannya sehingga
meningkatkan pencapaian target keuangan inklusif.

Restrukturisasi dan Konsolidasi Rekening
Pemerintah Pusat (Pilot Project pada Rekening
Pengeluaran)

Merupakan upaya perbaikan dan penyatuan pengelolaan rekening pemerintah,
terutama rekening pengeluaran untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan
akuntabilitas pengelolaan rekening. Konsolidasi bermanfaat untuk mengetahi nilai
kas keseluruhan pemerintah Rl termasuk rekening satker yang menampung uang
persediaan, sehingga dapat dilakukan optimalisasi atas saldo rekening tersebut.




Mikro

“Kami Dampingi Sampai Mandiri”

Digitalisasi Impact Analysis Pembiayaan Ultra
Mikro (UMi)

Pemanfaatan modul Monitoring dan Evaluasi pada SIKP-UMi oleh Instansi Vertikal
DJPb untuk merekam hasil monitoring ketepatan data dan pengukuran dampak
Pembiayaan UMi sehingga dapat memfasilitasi analisa hasil monev secara
elektronik, efektif, dan efisien.

BLU Integrated Online System 2.0 Go Live

Sistem aplikasi berbasis web yang mengintegrasikan data layanan dan keuangan
BLU untuk penyempurnaan proses bisnis, analis data, dan pengambilan keputusan
manajerial dengan bentuk layanan berbasis elektronik Direktorat Pembinaan PK
BLU.




apkPedia 1.0

apkPedia 1.0

Sebuah Knowledge Management System berbasis Web yang diakses secara lokal
dengan fitur-fitur seputar Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintahan yang
bersifat dinamis dan terdiri dari: update current issues terkait Standar, Kebijakan,
dan Sistem Akuntansi Pemerintahan, Catatan Milestones, dan Peraturan-peraturan
yang terkait.

SIPP

SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN PENSIUN

Sistem Informasi Pengelolaan Pensiun

Sistem informasi pengelolaan pensiun yang mengintegrasikan data penerima
pensiun dengan data pegawai aktif, baik pegawai Pemerintah pusat maupun
daerah. Sistem ini berfungsi untuk menyajikan data pembayaran dan
pertanggungjawaban pensiun.




Launching MPN G3: NOW

Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga (MPN G3) merupakan enhancement dari
MPN G2 berupa penambahan kanal pembayaran melalui collecting agent selain
Bank/Pos Persepsi (Lembaga Persepsi Lainnya), penyediaan layanan pembuatan
Billing dan sekaligus pembayaran Penerimaan Negara melalui Portal Penerimaan
Negara, serta peningkatan kapasitas sistem MPN.

haiDJPb goes to Social Media

Upgrade Aplikasi helpdesk terintegrasi berupa pembukaan layanan social media
dengan tujuan lebih mendekatkan HAI-DJPb ke para pengguna; meningkatkan
kecepatan respon; serta interaksi real time. Hal ini dilakukan karena pengguna social
media di Indonesia sangat besar.




Lampiran ’
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I 1 Kerangka Penguatan Integritas

" (Integrity Framework) DJPb
I =

Kerangka Penguatan Integritas Direktorat Jenderal Perbendaharaan merupakan suatu frame
work dengan pendekatan komprehensif yang bertujuan untuk memperkuat integritas
terutama dalam meningkatkan upaya pencegahan korupsi atau penyalahgunaan wewenang
dalam organisasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Framework ini disusun agar dapat
digunakan sebagai panduan bagi setiap Pejabat/pegawai, baik first-line (manajemen)
mauoun second-line (unit kepatuhan internal) Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam
melakukan langkah-langkah pencegahan, monitoring dan pengendalian, serta penindakan
dalam rangka penegakan integritas.

Pengertian

Tujuan

Acceptance Criteria *)

Q Unit in Charge

—

1.

2.

Memberikan pedoman bagi organisasi dalam mewujudkan Direktorat Jenderal
Perbendaharaan yang bersih dan berintegritas;

Memberikan arah dan panduan bagi organisasi dalam mengimplementasikan gerakan
antikorupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

Membangun kesadaran dan komitmen pimpinan (tone of the Top/walk the talk) dan
seluruh pegawai dalam upaya-upaya penguatan integritas serta menjadikan integritas
sebagai pedoman hidup (way of life) yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-
hari;

Menciptakan budaya organisasi yang sehat yang menjunjung tinggi profesionalisme,
integritas dan sesuai kode etik yang telah ditetapkan;

Mewujudkan penyelenggaraa birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal
Perbendaharaan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Diterbitkannnya modul/kerangka (frame-work) penguatan integritas yang ditetapkan
dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan

Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan



Rencana Kerja
Kerangka Penguatan Integritas (Integrity Framework) DJPb

- KEGIATAN TARGET WAKTU BOBOT

Melakukan studi literatur terkait penguatan integritas organisasi Januari - Maret 5%
2 Melakukan studi banding terkait penguatan integritas organisasi Februari - Maret 5%
3 Penyusunan kerangka framework penguatan integritas Maret 15%
4 Pembuatan draft framework penguatan integritas April-Mei 25%
5 Pembahasan awal dengan direktorat teknis Juni 10%
6 Perbaikan framework penguatan integritas organisasi Juli 10%

Pembahasan akhir framework penguatan integritas organisasi sebelum
7 Peng J J Agustus 15%

ditetapkan dengan Kepdirjen
Penerbitan dan penetapan dengan Kepdirjen Perbendaharaan tentang

8 . ] September 5%
Kerangka Penguatan Integritas Direktorat Jenderal Perbendaharaan P ’
Launching Kepdirjen Perbendaharaan tentang Kerangka Penguatan

9 g R ) NEET R Oktober 5%
Integritas Direktorat Jenderal Perbendaharaan

10  Sosialisasi Oktober - November 5%
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2 Otomasi Maksimum Pencairan

"(MP) PNBP Terpusat Fase 1
T kemaew

Pengertian » Merupakan simplifikasi proses bisnis pelaksanaan anggaran belanja yang bersumber dari dana PNBP
terpusat tanpa melalui penerbitan SE MP PNBP.
» Besaran MP PNBP akan di generate secara otomatis melalui sistem setelah proses rekonsiliasi atas
rekapitulasi dana PNBP yang dilaksanakan antara Kantor Pusat Satker pengguna PNBP dan DJPb.
» Setelah MP PNBP ter-generate, maka satker pengelola PNBP dapat menggunakan dana PNBP yang
dikelolanya secara langsung (rekonsiliasi MP PNBP akan dilaksanakan secara semesteran antara
Kantor Pusat Satker pengguna PNBP dan DJPb)

Tujuan 1.  Mewujudkan mekanisme pelaksanaan anggaran belanja PNBP yang efisien dan efektif
2. Time and cost saving melalui simplifikasi proses bisnis terkait administrasi pengajuan dan
persetujuan

3. Mempercepat pelaksanaan eksekusi kegiatan dan belanja pada Satker K/L pengelola PNBP
melalui penggunaan dana PNBP secara langsung sehingga output kegiatan dapat dicapai secara
lebih optimal.

Mengeliminir penumpukan beban pekerjaan pada akhir tahun anggaran.

Meningkatkan kualitas pelayanan Satker pengelola PNBP kepada masyarakat.

Penyelesaian kajian Simplifikasi dan Otomasi Penggunaan Maksimum Pencairan (MP) dana PNBP
Penyelesaian design Simplifikasi dan Otomasi Penggunaan Maksimum Pencairan (MP) dana PNBP
Perumusan kebijakan pendukung terkait Simplifikasi dan Otomasi Penggunaan Maksimum
Pencairan (MP) dana PNBP

4.  Penyampaian konsep Kebijakan Pendukung ke unit Eselon | lain dan unit terkait

Acceptance Criteria *)

WIS O

Unit in Charge Direktorat Pelaksanaan Anggaran (PA)

w KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
g DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
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Rencana Kerja

Otomasi Maksimum Pencairan (MP) PNBP Terpusat Fase 1

m KEGIATAN TARGET WAKTU BOBOT

Pembentukan Tim Januari 5%
2 Studi Literasi dan Pemetaan Proses Bisnis Februari 10%
3 Identifikasi Feasible Process Maret 10%
4 Focus Group Discussion dengan Related Counterpart Juni 20%
5 Penyusunan Kajian Desain Simplifikasi dan Otomasi Penggunaan MP dana Agustus 15%

PNBP
6 Draft Desain Simplifikasi dan Otomasi Penggunaan MP dana PNBP September 15%
7 e e S doncamas

Perumusan kebijakan pendukung Implementasi Simplifikasi dan Otomasi Desember 15%

Penggunaan Maksimum Pencairan (MP) dana PNBP

*Project Simplifikasi dan Otomasi Penggunaan MP PNBP dilaksanakan dalam 3 fase, meliputi: 1. Tahun 2019: Penyusunan kajian, design dan
perumusan kebijakan pendukung atas Simplifikasi dan Otomasi Penggunaan MP dana PNBP, 2. Tahun 2020:Pembangunan sistem otomasi
penggunaan MP PNBP, 3. Tahun 2021:Implementasi pelaksanaan penggunaan MP PNBP yang ter-otomasi

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
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I 3 Implementasi e-commerce sebagal
" Collecting Agent (CA) Penerimaan Negara
RN

Pengertian » Sebagai anggota Dewan keuangan Inklusif, Menteri Keuangan mendukung
berbagai sarana peningkatan pencapaian target keuangan inklusif, salah satunya
adalah e-commerce, yang diwujudkan dengan merekrut lembaga selain Bank/Pos
Persepsi sebagai Collecting Agent (CA) yang disebut dengan Lembaga Persepsi
Lainnya

» Telah ditetapkannya PMK No. 202/PMK.05/2018 menjadi payung hukum untuk e-
commerce menjadi mitra pemerintah dalam pembayaran Penerimaan Negara

» Perlu berbagai pendukung baik dari sisi peraturan perundang-undangan maupun
system IT untuk bias mengimplementasikan e-commerce sebagai Lembaga
Persepsi Lainnya melalui uji coba, yang setelah berhasil akan diimplementasikan
lebih luas untuk e-commerce yang lain

Tujuan Tersedianya layanan pembayaran Penerimaan Negara melalui kanal e-commerce yang
telah berkembang dan banyak digunakan masyarakat Indonesia untuk memudahkan
Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor

Acceptance Criteria *) 1. Dapat dilakukannya transaksi pembayaran Penerimaan Negara melalui layanan
yang disediakan oleh e-commerce oleh Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor
2. Berhasilnya pelimpahan Penerimaan Negara oleh e-commerce ke Kas Negara
3. Terdapat peningkatan transaksi penerimaan Negara melalui e-commerce

Unit in Charge Direktorat Pengelolaan Kas Negara (PKN)
. v 3



Rencana Kerja

Implementasi e-commerce sebagail Collecting Agent (CA)
Penerimaan Negara

TARGET
m KEGIATAN WAKTU BOBOT

Penetapan besaran Imbalan Jasa Pelayanan Lembaga Persepsi Lainnya melalui KMK Januari 10%

2 Penyusunan regulasi terkait:

a. Tata cara pembayaran Imbalan Jasa Pelayanan Lembaga Persepsi Lainnya Februari 15%
b. Standart pengembangan Sistem Penerimaan Negara melalui Lembaga Persepsi Lainnya (CA
. Maret 15%
Requirement)
3 Pengujian peserta uji coba perusahaan E-Commerce sebagai Lembaga Persepsi Lainnya
a. Pengujian Tahap | April 20%
b. Pengujian Tahap Il Meli 20%
4 Penetapan perusahaan e-commerce peserta uji coba sebagai Lembaga Persepsi Lainnya Juni 5%
5 Koordinasi finalisasi e-commerce sebagai Collecting Agent dengan Biller Juli 5%
Penandatanganan Perjanjian Kerjasama, Launching dan transaksi perdana pembayaran
6 . . Agustus 5%
Penerimaan Negara melalui e-commerce
- Penyusunan Laporan implementasi e-commerce sebagai Collecting Agent dan analisinya dalam Desember 506

rangka optimalisasi Penerimaan Negara

W KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
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I 4 Restrukturisasi dan Konsolidasi
"Rekening Pemerintah Pusat
| kEmRaNeN

Pengertian Restrukturisasi dan konsolidasi rekening pemerintah pusat merupakan upaya
simplifikasi, efisiensi dan optimalisasi rekening pemerintah pusat, khususnya pada
rekening pengeluaran. Saat ini terdapat 24.451 rekening pengeluaran yang tersebar di
seluruh wilayah Indonesia, dengan tingkat idle cash yang tinggi namun dengan
renumerasi yang kecil serta belum dapat diapantau secara real time oleh BUN.

Tujuan 1. Simplifikasi rekening pengeluaran menjadi rekening konsolidasi (rekening induk)
pada eselon | dan rekening virtual pada tingkat satuan kerja.
2. Monitoring dan pengendalian rekening oleh BUN yang dapat dilakukan secara
host to host dan realtime.
3.  Optimalisasi atas saldo kas pada rekening pengeluaran.

Acceptance Criteria *) 1. Struktur rekening pengeluaran terdiri dari rekening induk pada tingkat eselon |
dan rekening virtual pada tingkat satuan kerja.
2. Rekening dapat mendukung operasional penggunaan uang persediaan pada
bendahara pengeluaran.
3. BUN dapat memantau dan mengendalikan rekening pengeluaran untuk
optimalisasi kas.

Unit in Charge Direktorat Pengelolaan Kas Negara (PKN)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN 18




Rencana Kerja

Restrukturisasi dan Konsolidasi Rekening Pemerintah Pusat
(Pilot Project pada Rekening Pengeluaran)

TARGET
- KEGIATAN WAKTU BOBOT

Penyusunan dan Pembahasan Konsep Restrukturisasi Rekening Pengeluaran Januari 15%

Penyusunan dan Penetapan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan

1 0
2 Mengenai Uji Coba Penerapan Rekening Pengeluaran Induk FEARE e
3 Evaluasi Pelaksanaan Uji Coba Penerapan Rekening Pengeluaran Induk dan virtual Maret 35%
4 Evaluasi Uji Coba Penerapan Rekening Pengeluaran Induk dan Virtual April 15%
Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan Mengenai Pengelolaan :
5 : : Juni 15%
Rekening Pemerintah Pusat
Penetapan Peraturan Menteri Keuangan Mengenai Pengelolaan Rekening :
6 ) Juli 5%
Pemerintah Pusat
7 RollOut AQUSTUS- 5%
Desember

w KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
. DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN ' 19



I 5 Digitalisasi Impact Analysis Pembiayaan
"Ultra Mikro (Umi)

Pengertian * Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) merupakan salah satu program Prioritas Nasional di DJPb Tahun
2019 yang harus didukung dengan sistem informasi yang handal. Pada tahun 2017-2018, Ditjen
Perbendaharaan telah mengembangkan SIKP-UMI yang terintegrasi dengan SIKP sebagai
database debitur penerima Pembiayaan UMi.

» Selanjutnya Pada tahun 2019, Ditjen Perbendaharaan akan mengembangkan SIKP-UMI dengan
membangun modul Monitoring dan Evaluasi yang akan digunakan oleh Instansi Vertikal DJPb
untuk merekam hasil monitoring ketepatan data dan pengukuran dampak Pembiayaan UMi yang
akan dilaksanakan di 34 provinsi.

* Implementasi modul monitoring dan evaluasi tersebut akan memfasilitasi analisa hasil monev
secara elektronik sehingga sehingga pengukuran dampak Pembiayaan UMi dapat dilaksanakan
secara efektif dan efisien

Tujuan Tersedianya modul Monitoring dan Evaluasi pada SIKP-UMI untuk Mengukur Dampak Pembiayaan
UMi secara elektronik

Acceptance 1. Penetapan SOP Pelaksanaan Uji Dampak Pembiayaan UMi

Criteria *) 2. Laporan Pelatihan Survey Uji Dampak Pembiayaan UMi

3. Laporan Baseline Analisis Dampak Pembiayaan UMi

Unit in Charge Direktorat Sistem Manajemen Investasi (SMI)

‘ﬂ KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
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Rencana Kerja

Implementasi Modul Monitoring dan Evaluasi pada SIKP-UMI

untuk Mengukur Dampak Pembiayaan Ultra Mikro (UMI)

- KEGIATAN TARGET WAKTU BOBOT

Penyusunan Kuesioner Uji Dampak Pembiayaan UMi
2 Penyusunan SOP Pelaksanaan Uji Dampak Pembiayaan UMi
3 Pelatihan Survey Uji Dampak Pembiayaan UMi
4 Pelaksanaan Uji Dampak Pembiayaan UMI
5 FGD atas hasil Uji Dampak Pembiayaan UMi

6 Penyusunan Laporan Baseline Analisis Dampak Pembiayaan UMi

w KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
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Januari - Februari
Februari - Maret
April — Mei
Juni - Juli
Agustus - November

Oktober - Desember

15%

5%

10%

40%

10%

20%
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| 6. BLU Integrated Online System 2.0 Go Live
e

Pengertian Sistem aplikasi berbasis web yang mengintegrasikan data layanan dan keuangan BLU
untuk penyempurnaan proses bisnis, analis data, dan pengambilan keputusan sebagai
bentuk layanan berbasis elektronik Direktorat Pembinaan PK BLU

Tujuan BIOS dapat digunakan antara lain sebagai alat penyampaian dokumen usulan tarif
layanan BLU, usulan remunerasi BLU, usulan penetapan BLU, izin penggunaan saldo
awal, izin belanja diatas ambang batas, laporan pembinaan, laporan pengawasan,
laporan tarif layanan BLU, laporan remunerasi BLU, laporan kinerja BLU, dokumen
Rencana Bisnis dan Anggaran BLU, serta monitoring, evaluasi, dan analisis data atas
kinerja layanan dan keuangan BLU, dan Office Automation. Selain itu sebagai sarana
komunikasi dan korespondensi antara satker BLU dan Dit PPK BLU, sehingga
pembinaan pengelolaan keuangan BLU yang cepat, efektif dan efisien dapat tercapai.

Acceptance Criteria *) 1. Launching BIOS 2.0
2. Integrasi OA dan BIOS 2.0
3. QA dan hosting BIOS Mobile

Unit in Charge Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU)

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
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Rencana Kerja

BLU Integrated Online System 2.0 Go Live

KEGIATAN TARGET WAKTU BOBOT

1 Quality Assurance BIOS 2.0 Januari

2 Launching BIOS 2.0 Februari

3 Internalisasi Aplikasi BIOS 2.0 Februari

4 Pengembangan Webservice BIOS Maret — April

5 Integrasi OA dan BIOS 2.0 Maret — Juni

6 Pengembangan Dashboard BIOS versi Mobile Juli — September

7 UAT BIOS Mobile Oktober — November
8 QA dan hosting BIOS Mobile November — Desember

[ KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
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10%
5%
10%
20%
5%
20%
10%
20%
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| 7.apkPedia 1.0
T e

Pengertian » apkPedia 1.0 adalah sebuah Knowledge Management System berbasis Web yang
diakses secara lokal dengan fitur-fitur seputar Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pemerintahan yang terdiri dari: update current issues terkait Standar, Kebijakan, dan
Sistem Akuntansi Pemerintahan, Catatan Milestones, dan Peraturan-peraturan yang
terkait.

» apkPedia 1.0 bersifat dinamis, sehingga akan dimutakhirkan secara berkala agar
informasi tersedia secara cepat, tepat dan akurat oleh para pengguna.

» apkPedia 1.0 tersedia hanya untuk internal APK terlebih dahulu, sehingga SOP yang ada
terkait penyempurnaan database dapat berlangsung dengan irama yang tepat dahulu
sebelum apkPedia 1.0 ini pada akhirnya akan dimanfaatkan oleh pengguna secara luas,
baik internal maupun eksternal APK.

Tujuan 1. Mendukung Inisiatif Strategis Peningkatan Kapasitas Para Penyusun Laporan Keuangan
2. Membangun sinergi antar unit kerja lingkup Direktorat APK.
3. Tersedianya informasi dan peraturan yang paling mutakhir yang dapat diakses oleh

setiap pembina akuntansi dan pelaporan keuangan di APK.

Acceptance Criteria *)  Tersedianya Knowledge Management System Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pemerintahan berbasis Web yang dapat diakses secara lokal.

Unit in Charge Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (APK)
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Rencana Kerja

apkPedia 1.0

. KEGIATAN TARGET WAKTU BOBOT

Pembentukan Tim dan Brainstorming

Penyusunan User Requirement dan Pengumpulan Data

3 Pengembangan Sistem

4 User Acceptance

5 Uji Coba

Finalisasi Sistem
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September
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5%

10%

40%

20%

10%

15%
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| 8.Sistem Informasi Pengelolaan Pensiun
- Emmaew

Pengertian Sistem informasi pengelolaan pensiun yang mengintegrasikan data penerima pensiun
dengan data pegawai aktif, baik pegawai Pemerintah pusat maupun daerah, yang
berfungsi untuk menyajikan data pembayaran pensiun.

Tujuan Menjaga validitas data dalam rangka pengujian tagihan pembayaran belanja pensiun.
Menyediakan data proyeksi penerima pensiun.

Menyediakan data proyeksi kebutuhan dana alokasi anggaran pensiun.
Mempersiapkan implementasi pembayaran kontribusi Pemerintah dalam skema baru

jaminan pensiun dan jaminan hari tua.

FERCORIDRES

=

Acceptance Criteria *) Berita Acara Rekonsiliasi data awal penerima dan pembayaran pensiun dengan data

pada PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero).
2. Berita acara UAT interkoneksi SIPP dengan GPP satker dan Pemda (via sistem Taspen)

Unit in Charge Direktorat Sistem Perbendaharaan (SP)
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Rencana Kerja

Sistem Informasi Pengelolaan Pensiun

- KEGIATAN TARGET WAKTU BOBOT

Penyusunan MoU Penyamaan Data Awal dengan PT Taspen dan PT

Asabri Januari 9%
2 Penyusunan User Requirement Februari - September 15%
3 Pengembangan Sistem Februari - September 30%
4 Pengumpulan Data Februari - September 30%
5 UAT interkoneksi SIPP dengan GPP satker dan Pemda September 15%
6 Launching SIPP November 5%
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| 9.Launching MPN G3: NOw
T e

Pengertian Modul penerimaan yang memuat serangkaian prosedur mulai dari penerimaan,
penyetoran, pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan
pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan negara secara elektronik dengan:

1. Meningkatkan jumlah transaksi yang dapat dilayani menjadi 1.000 TPS
(Transaction Per Second)

2. Peningkatan Kapasitas Infrastruktur Server dan Database

3. Penambahan Channel Pembayaran berupa Fintech, E Commerce dan Retail Store

4. Pembangunan Portal Penerimaan Negara untuk pembuatan billing dan
pembayaran Pajak, PNBP dan Bea Cukai dalam satu website.

Tujuan 1. Meningkatkan keandalan system dalam melayani transaksi penerimaan Negara
yang semakin besar di masa dating.
2. Memperluas jangkauan layanan bagi WP/WB/WS dalam melakukan penyetoran
penerimaan negara.

Acceptance Criteria *) Launching MPN-G3: NOW

Unit in Charge Direktorat Sistem Informasi dan Transformasi Perbendaharaan (SITP)
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Rencana Kerja
Launching MPN G3: NOW

- KEGIATAN TARGET WAKTU BOBOT

Penyiapan Environment Development Aplikasi MPN G3 Januari 10%
2 Penyiapan Disaster Recovery Center Aplikasi MPN G3 Ferbuari 10%
3 Persiapan Koneksi MPN G3 dengan Biller dan Perbankan Maret 20%
4 b{'li;:ﬁbégransaksi dari Biller dan Perbankan pada Server Development Maret-April 30%
5 Migrasi Data Mei - Juni 20%
6 Go live Agustus 10%
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110. haiDJPb Goes to Social Media
I T

Pengertian » Layanan Social Media merupakan layanan yang akan diperkenalkan sebagai saluran layanan baru di
HAI-DJPb mulai tahun 2019 dimana layanan ini akan lebih mendekatkan HAI-DJPb ke para Pengguna
dan memberikan respon yang lebih cepat serta dapat berinteraksi secara real time mengingat
Pengguna social media di Indonesia sangat besar.

» Untuk layanan social media yang akan dibuat sebagai saluran layanan di HAI-DJPb adalah Twitter,
Facebook, Whatsapp, dan Instagram dengan pembagian sebagai berikut:
* Inbound : Twitter, Facebook, dan Whatsapp
e Qutbound : Whatsapp dan Instagram
* Untuk platform Twitter, Facebook dan Whatsapp akan terintegrasi dengan aplikasi HAI-DJPb Instagram
dikhususkan untuk media pensehingga seluruh percakapan akan terdokumentasi dan mendapatkan
nomor ID tiket, sedangkan platform yampaian informasi dan knowledge seputar perbendaharaan

Tujuan 1. Memperluas jangkauan layanan ke masyarakat terutama yang menggunakan social media sebagai

alat komunikasi

2. Meningkatkan waktu kecepatan respon atas pertanyaan dan permasalahan yang disampaikan oleh
Pengguna

3. Mempercepat penyebaran informasi terkait bidang perbendaharaan kepada stakeholder dan
masyarakat

4. Mengedukasi masyarakat untuk lebih mengenal Ditjen Perbendaharaan dan perannya dalam
mengawal APBN dan membangun negeri

Acceptance 1. Terbentuknya akun social media untuk facebook, twitter, dan whatsapp
Criteria *) 2. Tersusunnya payung hukum terkait penggunaan social media sebagai salah satu layanan HAI-DJPb
3. Launching Layanan Social Media HAI-DJPb

Unit in Charge  Direktorat Sistem Informasi dan Transformasi Perbendaharaan (SITP)



Rencana Kerja

haiDJPb Goes to Social Media

- KEGIATAN TARGET WAKTU BOBOT

Pembuatan akun social media Januari 10%
2 Integrasi akun socmed kedalam aplikasi haiDJPb Februari 25%
3 Soft Launching Layanan Social Media ke Pengguna haiDJPb Maret — April 10%
4 Penyusunan SOP dan Revisi/Pembuatan Dasar Hukum Maret — Mei 40%
5 Social Media haiDJPb Go Live Jun/Jul 10%
6 Sosialisasi dan branding Layanan socmed kepada Pengguna haiDJPb Agustus - Desember 5%
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